
 

 

 
 

BUPATI GRESIK  

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR   26   TAHUN 2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN 

TATA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN          

DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah, 

serta untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan 

penunjang pemerintahan di bidang keuangan, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1          

Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Gresik; 

b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, agar 

dapat menjadi solusi dalam memberikan kepastian 

hukum, kemanfaatan, kecermatan, kepentingan umum 

dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka 

Peraturan Bupati Gresik sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu dicabut;  

c. bahwa untuk mewujudkan administrasi pemerintahan 

yang baik, memenuhi kebutuhan hukum, dan 

penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan 

pengaturan yang dapat mendasari tindakan 

pemerintahan berdasarkan asas legalitas dan Asas-

asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan 

Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan          

dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19)  Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 6402); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76         

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 

12. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80           

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120            

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

14. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 99            

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 

Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12     Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3        Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 

FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN GRESIK. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021Nomor 66) dinyatakan berlaku kembali.  
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Pasal 3  
 

Kedudukan Pejabat serta keabsahan semua tindakan 

dan/atau keputusan Pejabat yang menduduki jabatan 

berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dinyatakan 

sah dan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan 

baru sebagai akibat diberlakukannya kembali Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 
 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 29 April 2024 

 

   BUPATI GRESIK, 

 

     TTD. 

 

FANDI AKHMAD YANI 
 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 29 April 2024 
 

        SEKRETARIS DAERAH   

         KABUPATEN GRESIK, 

 

     TTD. 

 

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T. 

Pembina Utama Muda  

NIP. 19661027 199803 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 26



 
 

 

 


